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ABSTRAK 

 Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota 

Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu peran Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Kota Palembang dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan 

tinajauan hukum Islam terhadap peran KPAI Kota Palembang dalam melindungi 

hak-hak anak. 

 Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan sebuah penelitian 

dengan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah studi lapangan (field risearch) dengan menggunakan 

data primer, skunder dan tersier. Kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif 

yakni dengan menguraikan dan menggambarkan pemasalahan yang ada, 

kemudian penjelasan-penjelasan tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif.  

 Dari hasil penelitian bahwa Peran komisi perlindungan anak indonesia 

kota Palembang telah sesuai dan sejalan dengan Hukum Islam sebagaimana yang 

tercantum disalah satu tujuan Hukum Islam Maqasid Asy-Syari’ah yakni menjaga 

keturunan. Adapun yang dilakukan oleh KPAI Kota Palembang yaitu 

menyadarkan semua pihak akan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak 

anak, menerima pengaduan masyarakat dan menfasilitasi pelayanan dan 

pendampingan pelanggaran hak-hak anak, mengumpulkan data dan informasi 

yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak dan memberikan 

masukan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pihak penyelenggara 

perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak. 

Kata kunci: Hukum Islam, KPAI, dan Perlindungan Anak. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-

Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan 

No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan 

Huruf Nama Penulisan 

 „ Alif ا

 Ba b ة

 Ta t د

 Tsa s ث

 Jim j ج

 Ha h ح

 Kha kh خ

 Dal d د

 Zal z ذ

 Ra r ز

 Zai z ش

 Sin s ض

 Syin sy غ

 Sad sh ؾ

 Dlod dl ض

 Tho th ط

 Zho zh ظ
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 ‟ Ain„ ع

 Gain gh غ

 Fa f ف

 Qaf q ق

 Kaf k ن

 Lam l ي

َ Mim m 

ْ Nun n 

ٚ Waw w 

 Ha h ٘ـ

 „ Hamzah ء

 Ya y ي

 Ta (Marbutoh) t ح

 

B. Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal 

tunggal dan vokal rangkap (diftong). 

1. Vokal Tunggal 

------------------  Fathah 

------------------  Kasroh 

------------------  Dlommah 

Contoh : 

 Kataba =   وتت
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 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya =    ذوس

2. Vokal Rangkap 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat 

dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf. 

Tanda Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya ai a dan i ي

ٚ Fathah dan waw au a dan u 

 

Contoh : 

  haula : حٛي       alā„ : عٍى      kaifa : وٍف

 ai atau ay : أي     amana : أِٓ

C. Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi 

berupa huruf atau benda. 

Contoh : 

Harakat dan Huruf Tanda Baca Keterangan 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ءأ

 Kasroh dan ya ī i dan garis di atas اي

 Dlommah dan waw ū u dan garis di atas أٚ

 

Contoh : 

 shāma ramadlāna : صبَ زِضبْ     qāla subhānaka :  لبي ظجحبٔه
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 yaktubūna mā : ٌىتجْٛ ِب ٌّىسْٚ     fīha manāfi‟u : فٍٙب ِٕبفع   ramā : زًِ

yamkurūna   ٍٗإذ لبي ٌٛظف لأث :izqāla yūsufa liabīhi 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam : 

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata 

yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu 

ditransliterikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap dua macam. 

Contoh : 

 Raudlatul athfāl زٚضخ الأطفبي

 Al-Madīnah al-munawwarah اٌّدٌٕخ إٌّٛزح

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

 Nazzala   =      ٔصي   Robbanā  = زثٕب

 

F. Kata Sandang 
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Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya 

dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang lansung mengikutinya. Pola yang 

dipakai ada dua seperti berikut. 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu اٌتٛاة

 Al-syamsu Asy-syamsu اٌؽّط

 

Diikuti huruf Qomariah 

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-

aturan di atas dan dengan bunyinya. 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Al-badī’u Al-badī’u اٌجدٌع

 Al-qomaru Al-qomaru اٌمّس

 

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis 

secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-). 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, 

hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. 

Contoh : 
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 umirtu =       أِسد  Ta’khuzūna   =     تأخرْٚ

 Fa’tī bihā =     فأتً ثٙب  Asy-syuhadā’u   =     اٌؽٙداء

H. Penulisan Huruf 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut : 

Contoh Pola Penulisan 

 Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn ٚإْ ٌٙب ٌٙٛ خٍس اٌساشلٍٓ

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فأٚفٛا اٌىًٍ ٚاٌٍّصاْ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga karena 

anak merupakan penerus generasi dan harapan orangtuanya di kemudian hari.
1
 

Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan hidup bangsa dan 

negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Anak 

adalah amanah Allah swt. Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus 

menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.  Oleh karena 

itu, menjaga, memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung 

jawab keluarga (orang tua), pemerintah serta lembaga-lembaga perlindungan anak 

dan masyarakat secara luas.
2
 Negara-negara Internasional melalui Majelis Umum 

PBB sepakat membentuk suatu Konvensi Hak Anak (KHA) yang disepakati pada 

tanggal 20 November 1990 dengan maksud melindungi dan memberikan 

pelayanan sosial untuk perkembangan jiwa anak agar dapat kembali tumbuh dan 

berkembang secara wajar. Keberadaannya harus dilindungi, anak berhak untuk 

hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan 

dikriminasi. Sebagaimana bunyi Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik 

                                                 
1
 A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu kini dan Akan Datang, Prenadamedia 

Group, Jakarta, 2014. hlm. 38. 
2
 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam, NoerFikri 

Offset, Palembang,  2015,  hlm. 1. 
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Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.”
3
 

 Tindak kejahatan pada anak di indonesia masih sangat tinggi meskipun 

telah ada Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu UU No. 

23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014. Terdapat empat tipe kekerasan pada 

anak yaitu kekerasan fisik, seksual, psikis dan pelantaran. Angka kejadian 

kekerasan anak sendiri memang belum atau sukar terungkap. Biasanya kejahatan 

ini tersembunyi dimana ketika ayah, ibu atau anggota keluarga di rumah 

melakukan kekerasan dan menganggap ini hal biasa. Salah satu penyebabnya 

adalah paradigma atau cara pandang masyarakat yang keliru mengenai anak. Hal 

ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak 

dianggap hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk 

dengan cara yang salah sekalipun. Terkuaknya kasus-kasus yang ada, rata-rata 

setelah luka pada tubuh anak ketika dibawah berobat atau anak tersebut sudah 

meninggal. Dalam pelaksanaannya Undang-undang tentang perlindungan anak 

telah sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia 

memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. 

 Dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku bagi anak, pemerintah 

harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur negara yang 

                                                 
3
 Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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terdapat pada Undang-undang Dasar 1945 tersebut, agar anak mendapatkan hak 

dan kewajibannya sebagai warga negara. 

 Jadi bagaimanapun kita tidak boleh membiarkan puluhan ribu anak yang 

tidak mampu bertahan mengalami perlakuan buruk baik dari keluarganya sendiri, 

sekolah ataupun lingkungan sekitarnya beserta jutaan anak yang sampai saat ini 

yang masih mengalami penderitaan. Salah satu lembaga khusus yang berperan 

penting dalam perlindungan bagi anak-anak yakni Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia yang di singkat KPAI, adalah lembaga independen Indonesia yang 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan 

perlindungan anak serta Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 

95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini. Komisi 

Perlindungan Anak sangat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap 

anak baik hak hidup, hak sipil, hak tumbuh kembang dan hak berpertisipasi sesuai 

keinginannya, bakat, minat dan kebutuhannya yang bertujuan demi kepentingan 

terbaik bagi anak serta masa depan bangsa dan negara. 

 Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan 

anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4
 Anak yang masih dalam 

kandungan sudah menjadi subyek hukum karena untuk mencegah dari tindakan 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk mengugurkan 

kandungan. 

                                                 
4
 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  No. 35 Tahun  2014 Tentang perlindungan anak. 
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 Dalam pandangan Hukum Islam tidak ada batasan umur sebagai tolak ukur 

seseorang dikatakan sebagai kategori anak-anak atau dewasa, melainkan hanya 

mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa balig. Balig merupakan 

ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan 

syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain,  terhadap mereka 

yang telah balig dan berakal, berlakulah kententuan hukum Islam. 

 Dalam hukum Islam khususnya fiqh jinayah, kajian mengenai 

perlindungan terhadap anak tidak dibahas secara khusus dalam bab-babnya karena 

secara garis besar yang dibahas dan dikaji dalam fiqh jinayah ialah seputar 

permasalahan kejahatan atau tindak pidana (jarimah) dan sanksi-sanksinya. Akan 

tetapi, agama islam sendiri sudah memberi perhatian yang cukup mendalam 

mengenai perlindungan terhadap anak, sebagaimana yang tercantum di Maqashid 

asy-syari’ah, menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan hukum Islam yang 

bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam hidup, baik di dunia ini maupun di 

akhirat nanti.
5
 

 Perintah memelihara keturunan  (hifs an-nashl) dapat dilihat dalam firman 

Allah, yang mengandung perintah untuk memelihara keluarga.  

ْٔفعَُ  ُٕٛا لُٛا أَ َِ َٓ آ بَ اٌَّرٌِ لََئىَِخٌ غِلََظٌ ؼِدَادٌ ٌبَ أٌَُّٙ َِ ٍْٙبَ  ٌْحِجَبزَحُ عٍََ ا َٚ لُٛدُ٘بَ إٌَّبضُ  َٚ ُْ ٔبَزًا  ٍٍِْ٘ىُ أَ َٚ  ُْ ىُ

 َْ سُٚ َِ ب ٌؤُْ َِ  َْ ٌفَْعٍَُٛ َٚ  ُْ سَُ٘ َِ ب أَ َِ  َ َْ اللََّّ  لََ ٌعَْصُٛ

                                                 
5
 Duski Ibrahim, Kaidah-Kaidah Fiqih, Grafika Telindo Press, Palembang, 2014, hlm. 

124. 
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka.”(Q.S. At-Tahrim: 6) 

Kemudian juga mengenai larangan untuk membunuh anak karena takut 

miskin. 

لَ تمَْتُ  َٚ ِٓ إحِْعَبٔبً  ٌْ اٌدَِ َٛ ٌْ ثبِ َٚ ٍْئبً  ِٗ ؼَ ُْ ألََ تؽُْسِوُٛا ثِ ٍْىُ ُْ عٍََ ََ زَثُّىُ ب حَسَّ َِ  ًُ ا أتَْ ْٛ ًْ تعََبٌَ ْٓ لُ ِِ  ُْ لَدَوُ ْٚ ٍُٛا أَ

ُٓ ٔسَْشُ  لَقٍ ٔحَْ ِْ لَ تمَْتٍُُٛا إٌَّفْطَ اٌَّتًِ إِ َٚ  َٓ ب ثطََ َِ َٚ ْٕٙبَ  ِِ ب ظَٙسََ  َِ احِػَ  َٛ ٌْفَ لَ تمَْسَثُٛا ا َٚ  ُْ إٌَِّبُ٘ َٚ  ُْ لىُُ

 َْ ُْ تعَْمٍُِٛ ِٗ ٌعٍَََّىُ ُْ ثِ بوُ صَّ َٚ  ُْ ٌْحَكِّ ذٌَىُِ ُ إلَِ ثبِ ََ اللََّّ  حَسَّ

 ”Katakanlah (Muhammad) marilah aku bacakan apa yang diharamkan 

Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dangan apapun, berbuat 

baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. 

Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah 

kamu mendekati perbuatan yang keji baik yang terlihat ataupun yang 

tersembunyi, jangan kalian membunuh orang-orang yang diharamkan 

Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memrintahkan 

kepadamu agar kamu mengerti. (Q.S. Al-An’am: 151) 

Selanjutnya, hadist yang memerintahkan kita sebagai umat untuk saling 

menjaga dan menghormati antara yang tua dengan yang muda. 

ٌُوَقِّرْ كَبٌِرَنَا رْحَمْ صَغٌِرَنَا وَ ٌَ ا مَنْ لَمْ  سَ مِنَّ ٌْ  لَ

 “Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang 

muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua.” (HR. Thirmidzi).
6
 

                                                 
6
 Pusat Kajian Hadist, Yang Muda Menghormati Yang Tua Menyayangi. 

Pusatkajianhadis.com. diakses pada tanggal 12 Oktober 2017.  

hhtp://masuksurga.pusatkajianhadis.com/index.php/kajian/temadetail/343/yang-muda-

menghormati-yang-tua-dan-yang-tua-menyayangi-yang-muda. 
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 Perlindungan terhadap anak tidak bisa dipandang hanya sebagai  persoalan 

politik dan tanggung jawab negara. Perlindungan terhadap anak juga merupakan 

bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat luas. Baik dari 

hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam yang tercantum 

didalam Al-Qur‟an dan Hadist sudah mengatur mewajibkan kita untuk melakukan 

perlindungan terhadap anak, karena anak merupakan generasi penerus yang akan 

menentukan akan dibawa kemana negara dan agama ini kedepannya. 

 Dengan adanya Komisi Perlindungan Anak yang bertujuan untuk 

meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Yang 

bertujuan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak yang semakin tahun 

semakin meningkat. Lembaga ini bersifat independen yang tidak dapat di 

intervensi oleh kepentingan pihak manapun, kecuali demi kepentingan terbaik 

bagi anak. 

 Dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak tugas pokok KPAI yakni 

melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, 

menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, 

dan pengawasan tehadap penyelenggaraan perlindungan anak. Serta memberikan 

laporan, saran, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan 

anak. 

 Mengenai tindak kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan 

yang menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, 
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penelantaran, ekploitasi komersial atatu eksploitasi lain yang mengakibatkan 

cidera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, 

kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang 

dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.  

Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 1000 kasus kekerasan 

pada anak dalam kurun waktu selama 2016. Jumlahnya bisa meningkat karena ada 

yang laporan di Polri dan jajarannya. Sedangkan untuk pelaku, hampir sebagian 

besar pelaku adalah orang terdekat korban. Misalnya saudara, kakek, bahkan ayah 

kandung korban. Dan rata-rata dari golongan masyarakat ekonomi bawah.
7
 

Contoh kasus kekerasan terhadap anak yakni seorang anak 4 tahun di palembang 

tewas disiksa ibu kandung, kasat reskrim polresta Palembang yang saat dijabat 

oleh Kompol  Maruly Pardede menjelaskan, bocah malang itu adalah Aditya 

Fadilah warga jl Lubuk Bakung, Kecamatan Ilir Barat, Palembang. Korban 

meninggala setelag sehari sebelumnya ditendang oleh ibu kandungnya Siska 

Nopriana (23) di bagian ulu hati lalu jatuh sakit dan kemudian meninggal.
8
 Dapat 

kita lihat betapa mirisnya perlakuan seorang ibu terhadap anaknya, yang mana 

semestinya keluarga menjadi tempat berlindung bagi anak malah menjadi tempat 

yang mengerikan sampai ia harus kehilangan nyawa ditangan ibu kandungnya 

sendiri. Padahal hal yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia 

adalah hak hidup. Disinilah peran KPAI dibutuhkan sebagai lembaga 

perlindungan anak yang mensosialisasikan undang-undang yang menyangkut 

                                                 
7
 KPAI, Selama 2016 KPAI Catat 1000 Kasus Kekerasan Pada Anak, kpai.go.id, 7 

Desember 2016, http://www.kpai.go.id/berita/8194/. diakses pada tanggal 6 Oktober 2017 
8
Detik, Bocah 4 Tahun Tewas Disiksa Ibu Kandung, Detiknews.com, 23 November  2016,  

,https://m.detik.com/news/berita/d-3590158/bocah-4-tahun-tewas- disiksa-ibu-kandung. diakses 

pada tanggal 12 Oktober 2017. 
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perlindungan anak serta pengawas pemangku-pemangku yang bertanggung jawab 

mengenai perlindungan anak. 

 Maka sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-undang terdahulu menjelaskan bahwa setiap anak berhak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Begitu juga dengan hukum Islam yang mengamanatkan kita untuk 

menjaga keturunan sebagaimana yang tercantum di salah satu tujuan hukum Islam 

(Maqasid Asy-Syari‟ah). Oleh karena itu, diperlukannya Peranan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak. 

 Atas dasar pemikiran tersebut, penulis mencoba mengangkat pembahasan 

yang terangkum dalam skripsi yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TENTANG PERAN KPAI KOTA PALEMBANG DALAM 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasakan latar belakang di atas maka permasalahan dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam 

memberikan perlindungan terhadap Hak-hak anak? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peran KPAI Kota Palembang 

dalam melindungi hak-hak Anak? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam 

perlindungan terhadap anak. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Peran KPAI Kota 

Palembang dalam Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak  

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah referensi bagi kalangan mahasiswa dalam memahami 

peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam impelementasi 

Undang-undang tentang perlindungan anak. 

2. Sebagai motivasi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan hukum Islam di 

lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dan masyarakat muslim pada 

umumnya. 

3. Salah satu peran mahasiswa dalam membentuk seorang mahasiswa yang 

berbasiskan ilmu dengan memberikan suatu pemahaman ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat. 
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D. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap 

perlindungan anak cukup banyak dilakukan diantaranya dalam skripsi Trisna Laila 

Yunita seorang mahsiswi jurusan ahwal al-asyakhsiyah 2008 fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta dengan judul “Peranan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak 

Akibat Perceraian”. Dalam penelitiannya Trisna Laila Yunita menyimpulkan 

Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah mengupayakan hak-hak 

anak yang tidak terpenuhi serta mensosialisasikan seluruh undang-undang yang 

berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, 

menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penelaah, evaluasi dan 

pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
9
 

 Ropiko mahsasiswa jurusan jinayah siyasah 2002 fakutas Syari’ah dan 

Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam skripsinya yang berjudul “Prespektif 

Tokoh Agama Terhadap Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga Menurut 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.  

Menyimpulkan bahwa menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 bahwa 

setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan 

bakatnya (Pasal 9 ayat 1) sedangkan Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap 

anak selam dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang 

                                                 
9
 Trisna, Peranan Komisi Perlindungan Anak, repository.ac.id, 27 Juni 2008, diakses 

pada tanggal 19 September 2017. http://www.repository.uinjkt.ac.id. 
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bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan diskriminasi, ekploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelataran, 

pemukulan atau kekerasan dan penganiyaan, ketidakadilan dan perlakuan salah 

lainnya.
10

 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan judul skripsi yang peneliti ajukan yaitu “Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-undang 

Perlindungan Anak” maka pendekatan penelitian yang dilakukan ialah penelitian 

lapangan yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian yang datanya penulis 

peroleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tulisan dan yuridis 

normatif yaitu  suatu penelitian yang dilakukan terhadap kajian perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. 

2. Jenis dan  Data 

a. Jenis Data 

Jenis yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu menganalisa 

data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata 

                                                 
10

 Ropiko. “Prespektif Tokoh Agama Terhadap Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.  Skripsi, 2002. 
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sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis 

dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulan. 

b. Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik penelitian 

lapangan (field research)  sebagai salah satu upaya mencari kebenaran yang 

konkrit terdiri dari: 

1) Data primer adalah data hasil wawancara peneliti secara langsung kepada 

komisioner-komisioner KPAI Kota Palembang Muhammad Syukri S.Ag. SH. 

MH. Juman Asri Spd. I. Ahmad Romy Afriansyah, RM Romadhoni S.Th.i.  

Ir. Hj. Tri Widayatsih M.Si. beserta dokumen atau catatan yang berhubungan 

dengan pembahasan nantinya memberikan informasi atau argumen yang 

dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian ini. 

2)  Data Sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun 

kelapangan. Antara lain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindangan 

anak, dan lain sebagainya. 

3)  Data Tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri 

dari artikel, internet, kamus hukum, dan yang lainnya. 
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3. Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota 

Palembang yang belokasi di Jln. Merdeka No. 525 Komp. Gedung Badan 

Kepegawaian Daerah & Diklat Palembang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data pada penelitian ini salah satunya dengan mencari, 

menemukan dan mempelajari bahan berupa buku maupun berkas dari tempat 

penelitian yang terkait dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

b.   Wawancara 

  Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian ini 

juga dilakukan dengan cara mengajukan  pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-

pihak yang bersangkutan  dengan permasalahan dalam penelitian, kepada bapak 

Ahmad Romi Afriansyah, S. Ag. sebagai ketua Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Kota Palembang, bapak RM. Romadhoni, S. TH. I sebagai wakil ketua 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang, serta bapak Juman Asri, 

S.Pd.I dan Ibu Ir. HJ. Tri Widayatsih, M. Si. sebagai komisioner Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang. 
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c.    Observasi 

penelitian ini  juga mengadakan penelitian secara langsung terhadap obyek 

yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Kota Palembang. 

4. Analisis Data 

 Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data 

akan dianalisis dengan deskriftif kualitatif. Yaitu menjelaskan seluruh data yang 

ada pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut 

disimpulkan secara deduktif. Yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan 

yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian ini dapat dipahami dengan 

mudah dan teliti.
11

 Analisis ini dilakukan dengan cara mempelajari setiap hasil 

penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam suatu karya 

ilmiah. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses 

penyusunan skripsi ini selanjutnya yaitu: 

BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang 

latar belakang, rumusan masalah,  tujuan dan manfaat penelitian, 

penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan, 

kerangka pembahasan 

                                                 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 243. 
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BAB II: Tinjauan pustaka, bab ini berisikan mengenai, pengertian Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia, pengertian Perlindungan Anak dan 

Hak-hak serta kewajiban bagi anak. 

BAB III: Tinjauan wilayah, bab ini berisi tentang sejarah singkat Komisi 

Perlindungan Anak, tugas pokok serta visi dan misi Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia. 

BAB IV: Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi hak-

hak anak dan tinjauan hukum islam dalam perlindungan hak-hak anak. 

BAB V:  Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut. 

G. KERANGKA PEMBAHASAN 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah setiap hukum yang bersumber dari Alquran dan As-

Sunnah seperti wajib, haram, makruh, mubah, sesuatu yang menjadi syarat, sebab, 

penghalang bagi sesuatu yang lain, akad menjadi sah, batal dan rusak.
12

 

2. Peran 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata peran memiliki arti fungsi seseorang 

atau sesuatu dalam kehidupan. Sesuatu yang jadi bagian  yang terutama dalam 

                                                 
12

 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyyi’, Amzah, Jakarta, 2015, hlm. 5 
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terjadinya hal atau peristiwa.
13

 3.   Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) 

KPAI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi dalam rangka meningkatkan efektifitas 

penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang KPAI bersifat 

independen.
14

 

4.  Undang-undang 

Undang-undang adalah suatu ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan 

negara yang dibuat pemerintah menteri, badan eksekutif dan sebagainya disahkan 

oleh parlemen dewan perwakilan rakyat, badan legislatif dan sebagainya ditanda 

tangani oleh kepala negara, presiden yang mempunyai kekuatan mengikat berlaku 

bagi seluruh warga negara.
15

 

5.   Viktimologi 

Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban dan akibat-

akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu 

kenyataan sosial. Muncul dan berkembangnya studi viktimologi justru merupakan 

upaya dalam memberikan perhatian terhadap persoalan korban yang sudah lama 

terabaikan. 

                                                 
13

 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karya Abditama, Surabaya, 2001, 

hlm. 320 
14

 Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
15

 Kamus besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Depdiknas Balai Pustaka, Jakarta, 1998, 

hlm 1104. 
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6.   Perlindungan 

Dalam kamus bahasa Indonesia, perlindungan adalah penjagaan atau 

memberikan pertolongan.
16

 

Pengertian perlindungan menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 

adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan 

rasa aman pada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi 

dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.
17

 

Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Undang-undang nomor 

35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18

 

7.   Anak 

 Pada beberapa peraturan perundang-undangan  di Indonesia batasan umur 

kedewasaan berbeda-beda, tergantung dari sudut  manakah dilihat dan ditafsirkan. 

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang berada di bawah umur atau 

dikatagorikan anak belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun.
19

 

Menurut ketentuan pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata  anak atau 

                                                 
16

 Dessy Anwar, Op. Cit., hlm. 262 
17

 Pasal 1 ayat 6 Undang-undang  nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan 

Korban 
18

 Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
19

 Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 

tahun (dua puluh satu) dan tidak lebih dahulu kawin.
20

 

Namun pada pembahasan penelitian ini mengacu pada undang-undang 

nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

                                                 
20

 Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 



 

19 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

 Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI adalah lembaga 

independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak bertujuan dalam rangka meningkatkan efektifitas 

penyelenggaraan perlindungan anak.
21

 Pada tahun 2003 sesusai ketentuan Pasal 

74 dari Undang-undang No. 23 tahun 2002, presiden menerbitkan KEPRES 

nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.. 

 Berdasarkan ketentuan diatas maka status Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia sejajar dengan komisi-komisi Negara lainnya, seperti Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran 

Indonesian (KPI) dan Komisi Yudisial.
22

 

 Sebagai Komisi Negara, Komisi perlindungan Anak Indonesia bertugas 

untuk memberikan perlindungan anak dan bersifat independen agar terbebas dari 

pengaruh atau intervensi dari kepentingan lain diluar kepentingan terbaik bagi 

anak. Ketentuan dimaksud tercantum dengan jelas pada pasal 74 dari UU 

perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia hanya bepikir, bekerja 

                                                 
21

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/diakses pada 

tanggal 2 desember 2017 pukul 11.09 WIB.  
22

 Wawancara dengan Komisioner KPAID Juman Asri, Spd. i. Palembang 14 Desember 

2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/diakses
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dan bertindak dengan mengutamakan pelaksanaan prinsip “kepentingan terbaik 

bagi anak”. Karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia dapat tidak seiring dan sejalan dengan berbagai 

pihak termasuk kebijakan eksekutif, legislatif atau yudikatif dalam membela 

kepentingan dan melindungi hak-hak anak.
23

 

 Status sebagai komisi Negara yang independen, harus bebas dari intervensi 

kekuasaan dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak Indonesia 

baik secara nasional atau daerah.
24

 Dengan demikian setiap anggota Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia baik secara pribadi maupun kelompok memiliki 

resiko dalam melindungi hak-hak anak. Apalagi dalam upaya masyarakat 

Indonesia yang masih beranggapan bahwa urusan anak adalah bagian dari 

“privasi” keluarga yang tidak perlu melibatkan orang lain apalagi Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia, namun UU Perlindungan Anak menolak pendapat 

tersebut sehingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki kewenangan 

untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak baik dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, maupun publik. Untuk melancarkan pelaksanaan tugas 

tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus intensif melakukan 

sosialisasi, advokasi dan penyadaran masyarakat akan hak dan kewajiban anak 

yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan Negara. Apabila dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan 

                                                 
23

 Wawancara dengan Ketua KPAID Ahmad Romi Afriansyah Palembang 03 Januari 

2018 
24

 Muhammad, Hukum Perlindungan Anak dan Pengahupusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hlm. 161. 
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tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk perwakilan di 

daerah.
25

 

 Dari urairan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Perlindungan 

Indonesia lebih banyak berperan di ranah pengembangan konsep sistem, 

kebijakan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

daripada terlibat dalam teknis operasional. Meskipun demikian tidak bearti bahwa 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak boleh melakukan tugas-tugas 

operasional dan penanganan kasus yang terjadi dalam masyarakat, namun dapat 

lebih diarahkan untuk mendalami persoalan sekaligus mencari faktor 

penyebabnya guna dicarikan solusi  pemecahan masalah bersama pihak terkait. 

Upaya pemecahan yang dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga 

dan orang tua. 

 Untuk menangani beberbagai kasus secara teknis banyak dilakukan oleh 

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) terutama tingkat kabupaten atau kota 

sebagai wilayah terendah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, 

pembentukan Komisi perlindungan anak daerah kabupaten atau kota menjadi 

sangat strategis dalam peningkatan penyelenggaraan perlindungan anak yang 

langsung berhubungan dengan masyarakat sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah.
26
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 Wawancara dengan Komisioner KPAID Juman Asri, Spd. i. Palembang 14 Desember 

2017 
26

 Wawancara dengan Komisioner KPAID Juman Asri, Spd. i. Palembang 30 November 

2017 
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B. Pengertian Anak 

 Usia seseorang merupakan tolak ukur dalam kajian hukum untuk 

menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. 

Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik 

beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara 

umum, perngertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam kamus 

Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang 

lebih atau masih kecil.
27

 Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah 

keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menetukan 

identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh 

lingkungannya. Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang 

yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.
28

 

 Untuk itu lebih jelasnya tahapan perkembangan seseorang dapat dilihat 

pada uraian berikut ini:
29

 

a. Masa pra-lahir  : dimulai terjadinya kosepsi lahir. 

b. Masa jabang bayi : satu hari - dua minggu. 

c. Masa bayi  : dua minggu - satu tahun 

d. Masa anak  : - masa anak-anak awal 1 tahun - 6 tahun 

- masa anak-anak 6 tahun - 12/13 tahun 

e. Masa remaja  : 12/13 tahun – 21 tahun 

f. Masa dewasa  : 21 tahun – 40 tahun 

                                                 
27

 Dessy Anwar, Op. Cit., hlm. 39. 
28

 Marsaid, Op. Cit.,  hlm. 56. 
29

 Aminah Azis, Aspek Hukun Perlindungan Anak, USU Press. Medan. 1998. Hlm 5-6. 
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g. Masa tengah baya : 40 tahun – 60 tahun 

h. Masa tua  : 60 tahun – meninggal. 

 Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia terdapat pluralisme mengenai 

pengertian anak, dalam hal ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan 

Perundang-undangan yang mangatur secara tersendiri mengenai anak. 

 Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain: 

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.
30

 

2. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah kawin.
31

 

3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) 

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
32

 

4. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun dan belum pernah kawin.
33

 

                                                 
30

 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  No. 35 Tahun  2014 Tentang perlindungan anak. 
31

 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  No. 3 Tahun  1997 Tentang Pengadilan Anak 
32

 Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang  No. 39 Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
33

 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang  No. 4 Tahun  1979 Tentang Kesejahtraan Anak. 
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5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 

(enam belas) tahun.
34

 

6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya 

belum genap 21 tahun, kecuali orang tersebut telah menikah sebelum umur 

21 tahun.
35

 

7. Undang-undang No. 25 Tahun 1997 Tentang ketenagakerjaan 

Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 

tahun.
36

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa definisi menurut 

perundang-undangan negara Republik Indonesia, anak adalah manusia yang 

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan dan belum pernah menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat 

dikenakan pertanggung jawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih 

mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan masih berada dalam 

pengawasan orang tua atau walinya. 

Dalam pandangan Hukum Islam tidak ada batasan umur sebagai tolak ukur 

seseorang dikatakan sebagai kategori anak-anak atau dewasa, melainkan hanya 

mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baliqh. Anak yang belum 

dewasa dalam hukum Islam disebut dengan saghir atau shabi  dan yang sudah 

                                                 
34

 Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
35

 Pasal 330 ayat 1 Kitan Undang-undang Hukum Perdata 
36

 Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang  No. 25 Tahun  1997 Tentang Ketenagakerjaan. 
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dewasa disebut baliqh.
37

 Baliqh merupakan ukuran yang digunakan untuk 

menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan kata lain,  terhadap mereka yang telah baliqh dan berakal, 

berlakulah kententuan hukum Islam. 

 

C. Pengertian Perlindungan Anak 

1. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif 

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014  pada Pasal (1) ayat (2) 

perlindungan anak adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
38

 

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal (1) 

ayat (15) menjelaskan mengenai perlindungan khusus yang adalah suatu bentuk 

perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk 

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan 

jiwa dalam tumbuh kembangnya.
39

 

Perlindungan anak diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002, 

dengan pertimbangan sebagai tersebut:  

                                                 
37

 Aminah Azis, Op. Cit., Hlm 45. 
38

 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang  No. 35 Tahun  2014 Tentang perlindungan anak. 
39

 Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang  No. 35 Tahun  2014 Tentang perlindungan anak. 
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a) Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahtraan tiap-

tiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan 

hak asasi manusia. 

b) Bahwa anak adalah amanah dan kurnia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

dalam dirinya  melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 

c) Bahwa anak dalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis  dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan  eksistensi bangsa dan negara  pada 

masa depan. 

d) Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut 

maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh 

dan berkembang secara optimal baik fisik,  mental maupun sosial, dan 

berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk 

mewujudkan kesejahtraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuaan tanpa adanya 

diskriminasi. 

e) Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak 

diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan 

yang dapat menjamin pelaksanaannya.
40

 

 Pada Pasal (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak adalah perlindungan anak bertujuan untuk menjamin 

terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

                                                 
40

 Mohammad, Op. Cit., hlm. 104. 
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berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas berahlak mulia dan sejahtera.
41

 

 Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang 

yang mengatur tentang perlindungan anak telah sesuai dan sejalan dengan 

Deklarasi Hak-hak Anak (Declaration of Righ of the Child) yang tertuang dalam 

Resolusi PBB 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959. Deklarasi Hak-hak Anak 

memuat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagai seruan kepada dunia 

untuk secara bertahap mewujudkan bebagai perlindungan kepada anak sesuai 

dengan prinsip-prinsipnya. 

2. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam 

 Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia 

untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil 

dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa 

menghilangkan kebutuhan. Berketurunan merupakan hal pokok, oleh karena itu 

pernikahan dilakukan yang dimaksudkan ialah untuk menjaga keturunan.
42

 

Dalam hukum Islam khususnya fiqh jinayah, kajian mengenai 

perlindungan terhadap anak tidak dibahas secara khusus dalam bab-babnya karena 

secara garis besar yang dibahas dan dikaji dalam fiqh jinayah ialah seputar 

permasalahan kejahatan atau tindak pidana (jarimah) dan sanksi-sanksinya. Akan 

tetapi, agama islam sendiri sudah memberi perhatian yang cukup mendalam 

mengenai perlindungan terhadap anak, sebagaimana yang tercantum di Maqashid 

                                                 
41

 Pasal 3 Undang-Undang  No. 23 Tahun  2002 Tentang perlindungan anak. 
42

 Ali, Fiqh Keluarga, Amzah, Jakarta, 2012, Hlm. 24. 
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asy-syari’ah, menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan hukum Islam yang 

bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam hidup, baik di dunia ini maupun di 

akhirat nanti.
43

 Anak adalah amanah Allah swt. Oleh karena itu, menjaga, 

memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab 

keluarga (orang tua), pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga perlindungan 

anak seta masyarakat luas.
44

 

Perintah memelihara keturunan  (hifs an-nashl) dapat dilihat dalam firman 

Allah maupun hadist nabi, yang mengandung perintah untuk memelihara 

keluarga.   

لَ تمَْتُ  َٚ ِٓ إحِْعَبٔبً  ٌْ اٌدَِ َٛ ٌْ ثبِ َٚ ٍْئبً  ِٗ ؼَ ُْ ألََ تؽُْسِوُٛا ثِ ٍْىُ ُْ عٍََ ََ زَثُّىُ ب حَسَّ َِ  ًُ ا أتَْ ْٛ ًْ تعََبٌَ ْٓ لُ ِِ  ُْ لَدَوُ ْٚ ٍُٛا أَ

لَ َٚ  َٓ ب ثطََ َِ َٚ ْٕٙبَ  ِِ ب ظَٙسََ  َِ احِػَ  َٛ ٌْفَ لَ تمَْسَثُٛا ا َٚ  ُْ إٌَِّبُ٘ َٚ  ُْ ُٓ ٔسَْشُلىُُ لَقٍ ٔحَْ ِْ تمَْتٍُُٛا إٌَّفْطَ اٌَّتًِ  إِ

 َْ ُْ تعَْمٍُِٛ ِٗ ٌعٍَََّىُ ُْ ثِ بوُ صَّ َٚ  ُْ ٌْحَكِّ ذٌَىُِ ُ إلَِ ثبِ ََ اللََّّ  حَسَّ

 ”Katakanlah (Muhammad) marilah aku bacakan apa yang diharamkan 

Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dangan apapun, berbuat 

baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. 

Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah 

kamu mendekati perbuatan yang keji baik yang terlihat ataupun yang 

tersembunyi, jangan kalian membunuh orang-orang yang diharamkan 

Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memrintahkan 

kepadamu agar kamu mengerti. (Q.S. Al-An’am: 151) 

ٌُوَقِّرْ كَبٌِرَنَا رْحَمْ صَغٌِرَنَا وَ ٌَ ا مَنْ لَمْ  سَ مِنَّ ٌْ  لَ
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 Duski Ibrahim, Op. Cit., hlm. 124. 
44

 Marsaid, Op. Cit.,  hlm. 1. 
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 “Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi 

yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua.” (HR. 

Thirmidzi). 

هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا قوُا أنَْ  ٌُّ ا أَ هَا مَلََئِكَةٌ ٌَ ٌْ اسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَ فُسَكُمْ وَأهَْلٌِكُمْ نَارًا وَقوُدُهَا النَّ

ٌُؤْمَرُونَ  فْعَلوُنَ مَا  ٌَ َ مَا أمََرَهُمْ وَ عْصُونَ اللََّّ ٌَ  غِلََظٌ شِدَادٌ لََ 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka.”(Q.S. At-Tahrim: 6). 

 

Semua ini adalah perbuatan yang mulia dan utama. Amal-amal ini termasuk 

dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. 

Keutamaan perlindungan sangatla besar. Seseorang yang berhati-hati dalam 

perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir dan tidak mampu 

memenuhi hak-haknya. Jika tidak, maka dalam hal in nabi bersabda: “Sehari bagi 

wali yang adil itu lebih utama dari beribadah tujuh puluh tahun.” Lalu nabi juga 

bersabda: “Sungguh kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan 

diminta pertanggung jawaban.”
45

 

 Sikap perlindungan anak berdasarkan konsep Islam adalah dengan cara 

memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, bersikap lemah lembut, 

berkata dengan perkataan yang baik dan tidak memaksakan kehendak orang tua 

sebab dunia anak dan orang dewasa itu berbeda. Dengan kata lain orang tua 

memberikan kelonggaran bagi anak untuk beraktivitas. Selain itu orang tua 
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 Ali, Op. Cit., Hlm. 30. 
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mendoakan anak agar Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang-NYA 

terhadap anak. 

 Dengan demikian secara keseluruhan kosep perlindungan anak dalam 

Islam merupakan betuk konsep yang memiliki kausalitas atau sebab akibat 

(hubungan timbal balik). Anak menyantuni dan juga mendoakan orang tua sebagai 

konsekuensi dari sikap orang tua terhadap anak ketika anak masih kecil. Oleh 

karena itu orang tua mendapatkan hak dari anak karena orang tua telah 

melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap anak dan begitu juga 

sebaliknya, anak memberikan hak orang tua karena anak telah mendapatkan 

haknya yakni perlindungan, pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, 

keikhlasan dan keridhaan dari orang tua. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 

 

A. Sejarah singkat berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

 Pemerintah menyadari upaya perlindungan Hak-hak Anak adalah 

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, sebaliknya setiap pelanggaran 

terhadap Hak-hak Anak bearti pelanggaran pula terhadap Hak Asasi Manusia 

(HAM).
46

 Maka dari itu pemerintah merespon hal tersebut dengan membuat 

Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak serta didalamnya 

terdapat lembaga yang khusus untuk menlindungi kepentingan hak-hak anak. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI adalah lembaga independen 

Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak bertujuan dalam rangka meningkatkan efektifitas 

penyelenggaraan perlindungan anak.
47

 Pada tahun 2003 sesuai ketentuan pasal 74 

dari Undang-undang No. 23 tahun 2002, presiden menerbitkan KEPRES nomor 

77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 

KPAI Kota Palembang atau sering disingkat KPAD  sendiri pada saat ini 

memasuki priode 3. Pembentuk awal Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota 

Palembang berdasarkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

                                                 
46

http://www.kpai.go.id/Profil/8194/. KPAI, Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia,. 

diakses pada tanggal 24 Desember 2017. 
47

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/diakses pada 

tanggal 2 desember 2017 pukul 11.09 WIB.  
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2014 yang berisi setiap daerah diharuskan membentuk Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia untuk mengawal jalannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang 

mengatur tentang persoalan-persoalan anak terutama hak-hak Anak Indonesia.
48

 

B. Organisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

1. Keanggotaan 

 Dalam pasal 75 ayat 1 disebutkan bahwa “Keanggotaan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang 

wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.”
49

  

 Adapun unsur-unsur yang mewakili keanggotaan Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia disebutkan dalam pasal 75 ayat 2: “Keanggotaan Komisi 

sebagaiman  dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, 

tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok 

masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.”
50

 

2. Kesekretarian 

 Kesekretariatan Komisi  Perlindungan Anak Indonesia diatur dalam pasal 

7 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 sebagai berikut: “1) Dalam 

melaksanakan tugasnya KPAI dibantu sekretariat KPAI yang dipimpin kepala 

sekretariat, 2) Kepala sekretariat adalah jabatan struktural jabatan eselon II atau 

jabatan pimpinan tinggi utama yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri, 3) 

                                                 
48

 Wawancara dengan ketua KPAID Ahmad Romy Afriansyah, S. Ag. 03 Januari 2018 
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 Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang  No. 35 Tahun  2014 Tentang perlindungan anak. 
50
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Sekretariat KPAI memberikan dukungan teknis dan administrasif kepada KPAI, 

4) Kepala skretariat KPAI sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) secara 

fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri, 5) Ketentuan 

lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja 

sekretariat KPAI diatur dengan peraturan Menteri.
51

 

3. Kelompok Kerja 

 Dalam menjalankan tugas-tugasnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

memerlukan adanya kelompok kerja agar dapat menunjang pelaksanaan tugas 

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 bahwa : “Untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas KPAI, ketua KPAI dapat membentuk kelompok kerja, 

kelompok kerja yang dimaksud dapat berasal dari instansi pemerintah, akademisi 

dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja dikoordinasikan 

dan difasilitasi oleh sekretariat KPAI. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

keanggotaan, tugas dan tata kerja kelompok kerja KPAI diatur dalam peraturan 

KPAI.
52

 

4. Perwakilan 

 Perwakilan disini diaratikan apabila memang dipandang dalam menunjang 

pelaksanaan tugas-tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Perwakilan 

tersebut telah diatur dalam Keputusan Presiden No 77 Tahun 2003 pasal 9: 

“Apabila dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi 
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Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud ditetapkan 

oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.”
53

 

5. Pengangkatan dan Pemberhentian 

 Mengenai pengangkatan dan pemberhentian keanggota Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia telah diatur pada pasal 9 Perpres No. 61 Tahun 

2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia: “Anggota KPAI diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden”.
54

 Sedangkan KPAI tingkat daerah pengangkatan 

dan peberhentian ditetapkan oleh kepala daerah masing. Sebagaimana isi dari 

pasal 27 : “1) KPAD tingkat  provinsi ditetapkan oleh gubernur. 2) KPAD tingkat 

kabupaten/kota ditetpakan bupati/walikota.
55

 

Adapun mengenai masa jabatan keanggotaan KPAI, masa jabatannya 

yakni 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

sesuai dengan isi pasal 75 ayat 3(tiga) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Tata cara pengangkatan keanggotaan KPAI tingkat pusat dan 

tingkat daerah hampir sama hanya yang membedakannya yaitu tingkat 

persutujannya saja, bila tingkat pusat melalui pertimbangan presiden dan DPR RI 

sedangkan daerah melalui gubernur/walikota/bupati dan DPRD. Prosedur 

pengangkatan anggota KPAI pertama dilakukan dengan penyampaian panitia 
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seleksi menyampaikan kepada menteri nama-nama calon anggota KPAI lalu 

menteri menyampaikan nama calon anggota KPAI kepada Presiden atau kepala 

daerah selanjutnya Presiden atau kepala daerah menyampaikan nama-nama 

tersebut kepada DPR RI atau DPRD untuk mendapatkan pertimbangan.
56

 

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berasal dari 

pegawai negeri sipil diatur pada pasal 20 Perpres No. 61 Tahun 2016 tentang 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia : “1) Anggota KPAI yang berstatus dari 

pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan 

statusnya sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 2) Anggota KPAI yang berstatus pegawai negeri sipil 

sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai 

anggota KPAI dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
57

 

Pemberhentian keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terbagi 

menjadi dua yakni pemberhentian terhormat yaitu ketua, wakil ketua dan anggota 

KPAI diberhentiakan secara terhormat dari jabatannya karena meninggal dunia, 

permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus menerus atau berakhir masa 

jabatannya dan perberhentian secara tidak hormat yaitu  ketua, wakil ketua, 

anggota KPAI diberhentikan dengan tidak hormat karena dijatuhi pidana karena 
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bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau melanggar kode etik  KPAI.
58

 

6. Mekanisme Kerja 

 Mekanisme kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia diatur pada bab VI 

Perpres No.61 Tahun 2016 yaitu setiap unsur dalam lingkungan KPAI dalam 

melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama dibawah koordinasi ketua KPAI, 

setiap unsur harus menerapakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 

dalam lingkungan KPAI maupun dalam hubungan antar intansi 

pemerintah/lembaga baik pusat maupun daerah. KPAI harus menyusun peta bisnis 

proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam 

lingkungan KPAI dan hubungan kerja KPAI dengan lembaga lain yang terkait. 

Untuk miningkatkan kinerja KPAI dapat melakukan evaluasi kineja terhadap 

seluruh anggota KPAI, evaluasi kinerja paling sedikit diilakukan setiap tahun dan 

pada akhir tahun jabatan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno.
59

 

7. Pembiayaan 

 Dalam menunjang terlaksananya seluruh program kerja Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia sehingga diperlukannya adanya pembiayaan yang 

diatur dalam bab VII Perpres No.61 Tahun 2016 yang berisi pembiayaan yang 

diperlukan untuk pelaksanaan tugas KPAI dibebankan pada anggaran pendapatan 

dan belanja negara sedangkan pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan  
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tugas KPAD dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam 

melaksanakan tugas KPAI diberikan hak keuangan.
60

 

C. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang 

 Dari hasil wawancara, bahwa latar belakang terbentuknya KPAI Kota 

Palembang adalah sesuai dengan amanat UU. No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak bahwa setiap daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia Daerah (KPAID). Maka diterbitkanlah SK Walikota  Palembang 

No. 516/KPTS/XI/2016 tertanggal 27  Desember 2016 terbentuklah KPAI Daerah 

Kota Palembang. 

 Adapun Struktur KPAI Kota Palembang adalah: 

Ketua   : Ahmad Romi Afriansyah, S.Ag. MA 

Wakil Ketua  : RM. Romadhoni, S. TH.I 

Sekretaris  : Muhammad Syukri, S.Ag, SH., MH 

Anggota Komisioner : 1. Juman Asri, S.Pd.I 

      2. Ir. HJ. Tri Widayatsih, M.Si 

Staff Umum Komisi Perlindungan Anak : 

1. Vita Febriana, S. Si. 6. Jhon Hadianto, M. A. 

2. R. Ayu Fatimah S.Pd. 7. Sartini, S.Th.I. 
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3. M. Ridho Yuliansyah 8. Yanto 

4. Muhammad Ibnullyas 9. Raden Mas Panji 

5. Fitriana   10. Ananda Luthfillah QF 

D. Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

 Bedasarkan pasal 76 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak tugas pokok Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu:
61

 

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan 

hak anak. 

2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang 

penyelenggaraan perlindungan anak. 

3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. 

4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masayarakat mengenai 

pelanggaran hak anak. 

5. Melakukan mediasi atas sengketa pelenggaran hak anak. 

6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang 

perlindungan anak. 

7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan 

pelanggaran terhadap Undang-undang ini. 
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Mencermati isi pasal tersebut maka tugas Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia  dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
62

 

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perlindungan anak. 

2. Menerima pengaduan dan menfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap  

kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang. 

3. Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, 

dan kondisi pendukung lainnya baik bidang sosial, ekonomi, budaya dan 

agama. 

4. Menyampaikan memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada 

berbagai pihak Presiden/ Gubernur/ Walikota/ Bupati, DPR RI/ DPRD, 

instansi Pemerintah ditingkat pusat dan daerah. 

5. Mengumpukan data dan informasi baik dari media massa, media sosial 

ataupun terjun langsung kelapangan. 

6. Melakukan pemantaunan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah 

perlindungan anak kepada pemerintah eksekutif maupun legislatif 

7. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di 

lingkungan keluarga, lingkungan bermain anak, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan sekolah. 
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Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia memiliki motto sebagai acuan kerja sebagai berikut “berfikir, bersikap 

dan bertindak demi kepentingan terbaik bagi anak”. Dalam melihat dan 

menelaah kasus yang berkaitan dengan anak akan selalu mendahulukan 

kepentingan terbaik bagi anak dari pada kepentingan yang lain, baik secara 

hukum, ekonomi, sosial maupun budaya serta agama. Karena itu Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berkut.
63

 

C. Visi dan Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

1. Visi Komis  Perlindungan Anak Indonesia 

 Terwujudnya Indonesia Ramah Anak atau bisa dikatakan terjamin, 

terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak Indonesia. Visi tersebut tidak 

diberikan perkiraan (estimasi) waktu, karena berjangka panjang dan tidak pernah 

berhenti sesuai tuntutan kehidupan. 

 Visi tersebut meliputi 2 aspek, yaitu (1) Komisi Perlindungan anak 

Indonesia mengutamakan promosi dan upaya pencegahan  terhadap pelanggaran 

hak-hak anak tanpa meninggalakan upaya represif dan kreatif. (2)  Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia berupaya untuk mengayomi, melindungi, 

memenuhi hak-hak anak termasuk upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak dengan 

keluarga dan lingkungannya, untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia harus mampu menjadi lembaga negara yang 
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independen, terpecaya dan menjadi pusat rujukan demi upaya menjamin dan 

melindungi hak-hak anak baik didalam maupun diluar linkungan  rumah tangga.
64

 

2. Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

 Agar dapat mewujudkan Visi di atas, Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia memiliki sejumlah Misi yang akan di lakukan setidak-tidaknya untuk 

tahun-tahun kedepan antara lain sebagai berikut.
65

 

a. Menyadarkan semua pihak terutama orang tua, keluarga, masyarakat dan 

Negara akan pentingnya perlindungan hak-hak anak. 

b. Menyadarkan anak-anak sendiri akan haknya. 

c. Menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pelayanan terhadap 

kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak. 

d. Melakukan pengkajian, penelaahan dan penelitian terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan pelaksanaan 

program penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah. 

e. Membangun kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam 

rangka perlindungan hak-hak anak. 

f. Melakukan evaluasi dan pelaporan serta dokumentasi terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak. 
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g. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan 

penyelenggaraan perlindungan anak. 

h. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak 

yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 

i. Memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak 

terutama pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hak-hak anak. 

j. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dalam pelaksanaan 

perlindungan anak. 

Dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia tidak bekerja sendiri tetapi akan berusaha bekerja 

dengan berbagai pihak secara cermat, berhati-hati dan bijaksana. Prinsip yang 

diamanatkan undang-undang menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan anak 

tidak boleh memutuskan darah antara orang tua atau keluarga terdekat anak.
66

 

Posisi Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga pemantauan 

perlindungan anak sesuai dengan kapisitas atau kewenangannya tidak langsung 

melakukan kegiatan operasional. Kegiatan teknis dan operasional lebih banyak 

dikerjakan oleh instansi pemerintah, lembaga sosial dan organisasi kemasyarkatan 

dan swasta secara fungsional. Karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

harus  dan akan membangun jaringan dan kerjasama bersinergi dengan berbagai 
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pihak terutama yaitu Instansi Pemerintah, dunia Usaha atau swasta, komponen 

masyarakat atau LSM peduli anak.
67
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BAB IV 

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  INDONESIA KOTA 

PALEMBANG DAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 

 

A. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang 

1. Perlindungan Hak Hidup Anak 

Hak yang sangat dasar dalam hak asasi  manusia adalah hak untuk hidup. 

Namun yang terjadi pada saat ini banyak sekali kasus-kasus yang mengakibatkan 

dapat mengganggu tumbuh kembang anak bahkan sampai mengakibatkan anak 

meninggal dunia. Mulai dari kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan 

seksual bahkan aborsi atau mengugurkan anak yang masih dalam kandungan. 

Untuk meminimalisir hal-hal tersebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota 

Palembang melakukan sosialisasi langsung kepada anak-anak yang berada 

disekolah-sekolah di kota Palembang secara rutin dengan menjelaskan berbagai 

hal yang mengenai hak-hak apa saja yang wajib mereka terima baik dirumah, 

lingkungan masyarakat ataupun sekolah. Komisioner yang terjun langsung ke 

sekolah-sekolah sebagai yang mewakili Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Kota Palembang menjelaskan berbagai hal mulai dari pencegahan internal dari 

anak yaitu menjelaskan agar anak-anak selalu menceritakan kepada orang tuanya 

mengenai hal-hal apa saja yang ia lakukan setiap harinya, baik itu di sekolah 

maupun di lingkungan bermainnya. Seandainya terjadi suatu kekerasan baik fisik, 

psikis ataupun kekerasan sesksual terhadap anak di keluarganya, maka anak-anak 
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diharapkan segera bercerita kepada guru disekolahnya yang nantinya akan 

ditindak lanjuti oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang.
68

 

Selain melakukan sosialisasi kepada anak-anak dengan melalui sekolah-

sekolah Komisi Pelindungan Anak Indonesia Kota Palembang juga melakukan 

sosialisasi kepada para orang tua dengan menjelaskan ilmu tentang bagaimana 

menjadi orang tua yang baik bagi anak dengan men sharing dengan psikolog 

anak, melakukan komunikasi dengan pendidik atau guru dari anak dan rajin 

mengajak komunikasi  dengan anak. Orang tua juga diharuskan untuk 

menciptakan komunikasi dua arah dengan anak. Komunikasi dua arah akan 

membangun keterbukaan anak terhadap persoalan yang  ia hadapi. Hal ini sangat 

penting dilakukan orang tua untuk memahami kondisi yang sedang dialami anak. 

Upaya lain yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang 

untuk melindungi anak dari tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang 

lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya yaitu melalui 

reformasi hukum yang dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada 

kepentingan terbaik bagi anak. Serta selalu memberikan masukan dan usulan 

kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan 

perlindungan anak.
69

 

 Semua itu dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota 

Palembang demi agar tetap terpenuhinya hak-hak anak agar tetap bisa hidup, 

tumbuh dan berkembang sebagaimana isi pasal 4 Undang-Undang  No. 23 Tahun  
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2002 Tentang perlindungan anak yang bebebunyi sebagai berikut : “Setiap anak 

berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”.
70

 

2. Perlindungan Hak Identitas Anak 

 Hak atas identitas sangat erat hubungannya dengan dokumen yang terkait 

dengan kelahiran anak yang sifatnya wajib di Indonesia.
71

 Hak identitas anak 

diwajibkan agar mendapat pengakuan identitasnya di muka hukum. Deklarasi 

Universal hak asasi manusia memberikan jaminan bagi setiap orang mendapatkan 

pengakuan dimanapun di depan hukum. Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwasannya “Setiap anak berhak 

atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.
72

 Dalam 

praktiknya, hak atas identitas anak ini berwujud dalam penerbitan akta kelahiran 

oleh pemerintah yang memuat paling tidak informasi dasar berupa nama anak, 

identitas orang tua, tanggal lahir, jenis kelamin dan kewarganegaraan, baik 

berdasarkan garis keturunan maupun berdasarkan tempat lahir. 

 Menyikapi hak identitas anak dari pernikahan siri atau anak diluar nikah 

yang sulit dalam pembuatan akta kelahiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

pusat bersama Jaringan Kerja Peduli Akte Kelahiran (JAKER-PAK) mengajukan  

judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai sejumlah pasal dalam UU No. 
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23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang 

pembuatan akta kelahiran anak, selain KPAI dan Jaringan Kerja Peduli Akte 

Kelahiran (JAKER-PAK) ada juga warga masyarakat yang mengajukan judicial 

review ke Mahkamah Konstitusi mengenai sejumlah pasal dalam UU No. 01 

Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang dinilai  belum terlalu efektif bagi seluruh 

anak Indonesia. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 

pemohon dengan salah satu diktumnya me-review ketentuan pasal 24 ayat (1) 

tersebut menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-

laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” 

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara umum anak yang 

lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan siri) mempunyai 

hubungan keperdataan baik dengan ibu maupun dengan ayahnya.
73

 

 Dalam kiprahnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang 

sudah banyak mencoba mewujudkan hal tersebut mengenai akta Kelahiran Anak, 

Komisi Pelindungan Anak Indonesia Kota Palembang menyosialisasikan seluruh 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan 

Anak, mereka juga mungumpulkan data dan infomasi, menerima pengaduan 

masyarakat, melakukan penelahaan, pemantauan evaluasi dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak 
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Indonesia Kota Palembang juga menghimbau kepada seluruh masyarakat 

seandainya terdapat kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anak baik karena 

faktor suami yang tidak mengakui anaknya karena tidak ada surat nikah yang sah 

ataupun karena rumitnya dalam pembuatan akta kelahiran karena oknum-oknum 

pemerintahan yang nakal untuk segera melapor atau membuat pengaduan ke 

kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang karena mereka siap 

membantu, memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap pembuatan akta 

kelahiran anak demi kepentingan terbaik bagi anak karena akta kelahiran 

merupakan dokumen mengenai anak yang diwajibkan oleh negara agar dapat 

pengakuan negara menurut hukum.
74

 

3. Perlindungan Hak Beragama Anak 

 Hak beragama dan beribadah bagi anak merupakan salah satu yang 

menjadi fokus pemerintah dalam masalah perlindungan anak melalui peran 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam rangka meningkatkan 

efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, diskriminasi pemenuhan hak-hak 

agama anak adalah bentuk perbuatan yang melanggar prinsip perlindungan anak. 

Menyikapi hal tersebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang 

terus melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan infomasi, 

menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu peran 
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Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota palembang dalam melindungi hak 

beragama dan beribadah anak adalah dengan datang langsung kemasjid-masjid 

berdiskusi dengan pengurus masjid, ikatan remaja masjid serta melakukan 

ceramah-ceramah agama dalam rangka sekaligus memberikan sosialisasi untuk 

selalu agar hak-hak anak dalam beragama dan beribadah dapat selalu terpenuhi. 

Selain itu Komisi Perlindungan Anak Kota Palembang juga melakukan 

penyuluhan serta pembinaan kepada sekolah-sekolah untuk selalu memberikan 

pelajaran agama kepada siswa-siswi yang beragama minoritas walaupun 

jumlahnya sedikit, namun sekolah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-

hak ilmu agama yang ia yakini.
75

 

 Kasus yang pernah sempat menghebohkan Indonesia mengenai 

pelanggaran hak beragama anak adalah kasus pelarangan menggunakan jilbab di 

sekolah-sekolah di Bali. Dimana dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) mendapatkan bukti tertulis pelarangan jilbab di puluhan sekolah 

negeri di Bali. Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat, 

Rita Pranawati, mengatakan  bahwa konstitusi menyebutkan setiap warga negara 

berhak untuk menjalankan keyakinan agamanya. Mengenakan jilbab merupakan 

salah satu bentuk keyakinan seorang muslimah. KPAI sudah menerima pengaduan 

langsung dan akan melakukan advokasi. Selanjutnya KPAI berkoordinasi pula 

dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah-sekolah yang 

melarang memakai jilbab.
76
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 Belajar dari kasus yang pernah terjadi di Bali tersebut, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang pada sekarang ini terus melakukan 

secara rutin berkoordinasi dan sosialisasi dengan sekolah-sekolah yang berada di 

Palembang agar tetap menghormati, menghargai serta memenuhi hak-hak 

beragama siswa-siswi disekolah apapun agama yang diyakininya. Apabila terjadi 

pelanggaran masalah perlindungan hak anak dalam beragama, pihak-pihak yang 

mengetahui hal tersebut diharapkan segera melakukan tindakan yakni dengan 

mengadukan dugaan pelanggaran hak beragama bagi anak ke Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia, yang akan menindaklanjuti pengaduan tersebut 

dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan langkah selanjutnya 

yang perlu untuk dilakukan, seperti melakukan somsasi atau melaporkan kepada 

yang berwajib pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak beragama bagi anak.
77

 

4. Pelindungan Hak Kesehatan Anak 

 Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran kesehatan anak 

sehingga menyebabkan terjadi hak kesehatan anak tidak terpenuhi dan dapat 

menyebabkan terganggunnya tumbuh kembang bagi anak. Faktor persepsi dan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan kesehatan yang optimal bagi 

anak, faktor ekonomi yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses 

layanan kesehatan, faktor infrastruktur terutama daerah perbatasan serta terpencil. 

Selain itu, faktor sumber daya manusia tenaga kesehatan yang belum merata serta 

masih terkonsentrasi di kota-kota besar.  

                                                 
77

 Wawancara dengan wakil ketua KPAID RM Romadhomi, S. Th.I 03 Januari 2018 



 

51 

 

Menyikapi permasalahan mengenai pemenuhan hak kesehatan anak sering 

tidak terpenuhi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang pada saat 

ini terus menimalisir hal tersebut dengan terus mensosialisasikan undang-undang 

yang menyangkut tentang anak, baik di lingkungan masyarakat maupun di 

sekolah-sekolah kota Palembang demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan 

mensosialisasikan agar siapapun yang melihat hak anak yang tidak terpenuhi atau 

tindak kekerasan yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan bagi anak 

agar segara melapor baik itu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau 

langsung ke pihak kepolisian terdekat. Selain melakukan sosialisasi ke masyarakat 

dan sekolah-sekolah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang juga 

menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Sosial dan Dinas 

kesehatan dengan mengadakan kegiatan sosial berupa pelayanan kesehatan bagi 

anak serta berobat gratis bagi anak di lingkungan masyarakat khususnya 

posyandu-posyandu yang ada dikota palembang.
78

 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menfokuskan masalah kesehatan 

anak dengan rokok. Mengapa demikian, karena KPAI kota Palembang menyadari 

masalah rokok ini sudah sangat memprihatinkan bagi anak. Sebagai contoh orang 

tua seringkali merokok di dekat anaknya sendiri yang mana asap rokok dapat 

mempengaruhi kesehatan bagi anak, bahkan lebih parahnya lagi anak dapat 

meniru orang tuanya merokok. Mengenai hal tersebut, KPAI kota Palembang 

terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan memberitahukan kepada 
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siswa-siswa tetang bahayanya merokok yang dapat mempengaruhi 

kesehatannya.
79

 

5. Perlindungan Hak Pendidikan Anak 

 Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi 

Manusia. Namun, kenyataannya pada saat ini banyak anak-anak Indonesia yang 

tidak bisa mengenyam pendidikan  dengan berbagai macam faktor,  salah satunya 

masyarakat beranggapan kurang pentingnya pendidikan di bandingkan dengan hal 

lain yang lebih dianggap menghasilkan secara ekonomis. Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia menyadari bahawa masalah ini menjadi perdebatan panjang.  

Pendidikan dasar formal yang ada bagi banyak kalangan masih dianggap mahal. 

Meskipun kebijakan nasional mengenai wajib belajar sembilan tahun telah 

dicanangkan, namun pelaksanaannya tidak semudah itu..
80

 

Menyikapi beberbagai masalah mengenai hak pendidikan, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang berpendapat bahwasannya 

pelaksanaan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran kesempatan 

belajarnya harus di perluas. Akan tetapi, pelaksanaan perluasan kesempatan 

belajar ini dilakukan secara bertahap  karena pemerintahpun masih mempunyai 

kewajiban yang lain  yang harus diperhatikan. Secara bertahap pemerintah 

membangun gedung-gedung dan fasilitas sekolah baru, penambahan buku 

pelajaran, penambahan dan peningkatan kualitas guru dan menyediakan bantuan 
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biaya pendidikan. Dalam penyediaan sarana dan fasilitas pendidikan ini 

pemerintah juga meyelengarakan pendidikan para panyandang cacat dan sekolah 

khusus lainnya. Penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah  juga mendapat 

perhatian dari pemerintah agar anak-anak mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk memperoleh pendidikan dasar. Dengan adanya kewajiban mengikuti 

pendidikan dasar bagi semua anak usia sekolah. Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia juga mendorong pemerintah untuk menyediakan dan menyelengarakan 

pendidikan lanjutannya dengan maksud untuk memenuhi kewajiban belajar 

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. 
81

 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang juga melakukan 

koordinasi dan kerja sama baik dengan kementerian sosial maupun kementerian 

pendidikan dalam memenuhi pendidikan anak khususnya anak yang berada di 

jalanan dengan dengan menjaring anak-anak tersebut dan melakukan bimbingan 

sosialisasi betapa pentingnya pendidikan bagi mereka dan agar mereka hanya 

fokus untuk sekolah saja tidak lagi turun kejalanan  demi mencari uang dengan 

menjadi pengemis karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan 

dapat dikenakan sanksi hukum baik kepada anak itu sendiri maupun orang 

tuanya.
82
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B. Tinjauan Hukum Islam dalam Perlindungan Hak-hak Anak 

1. Hak Untuk Hidup 

Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk 

hidup.
83

 Maka seorang anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak 

hidup. Perhatian Islam terhadap anak-anak sangat besar dengan asumsi bahwa 

mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat. Islam pun 

lantas mengintrusikan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-

anaknya dengan optimal.
84

 Allah SWT berfirman: 

هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلٌِكُمْ نَارًا ٌُّ  أَ

 Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka. (QS. At-Tahrim (66): 6) 

 Oleh karena itu, syariat sama sekali tidak membolehkan untuk melakukan 

perbuatan yang dapat menyakiti anak, baik dipukul secara berlebihan, dibunuh, 

aborsi, atau bahkan dikubur secara hidup-hidup yang sempat menyebar dizaman 

jahiliyah. Al-Qur‟an menganggap bahwa hal itu adalah kejahatan terbesar yang 

tidak mungkin di tolerir dalam kondisi apapun meskipun dalam keadaan terpaksa 

seperti tertimpa kelaparan. Sebagaimana firman Allah SWT: 

                                                 
83

 Shalahuddin. Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam, Amissco, Jakarta, 2000, 

Hlm. 139. 
84

 Mahmud, Op. Cit., Hlm. 203. 



 

55 

 

نِ إحِْسَانًا وَلَ  ٌْ ئًا وَبِالْوَالِدَ ٌْ كُمْ ألََ تُشْرِكُوا بِهِ شَ ٌْ كُمْ عَلَ مَ رَبُّ قلُْ تَعَالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

اهُمْ وَلَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا  ٌَّ تَقْتُلوُا أوَْلَدَكُمْ مِنْ إمِْلَقٍ نَحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِ

اكُمْ بِهِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ  وَمَا بَطَنَ وَلَ ُ إلَِ بِالْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ مَ اللََّّ فْسَ الَّتًِ حَرَّ تَقْتُلوُا النَّ  

 ”Katakanlah (Muhammad) marilah aku bacakan apa yang diharamkan 

Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dangan apapun, berbuat 

baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. 

Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah 

kamu mendekati perbuatan yang keji baik yang terlihat ataupun yang 

tersembunyi, jangan kalian membunuh orang-orang yang diharamkan 

Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memrintahkan 

kepadamu agar kamu mengerti. (Q.S. Al-An’am: 151) 

 Dari penjelasan ayat tersebut sudah jelas bahwasannya Islam melarang 

keras atas perbuatan yang dapat mengancam hilangnya nyawa seorang anak. 

Karena di dalam Islam satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan 

menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu dilarang bagi setiap manusia dalam 

keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Dengan demikian, 

memelihara keturunan (hifz an-nasl) adalah salah satu dari tujuan diturunkan 

syariat atau ajaran Islam. Sebab itu, masalah keturunan, masalah anak dan 

masalah kependudukan adalah hal yang sangat penting untuk diatur sebaik-

baiknya dalam rangka mencapai suatu kebaikan kemaslahatan dan kesejahteraan 

dalam keluarga, masyarakat dan negara.
85
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 Dari penjelasan-penjelasan diatas mengenai peran Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia Kota Palembang dalam memberikan perlindungan terhadap hak 

hidup anak bila ditinjau dengan hukum Islam maka telah sesuai dengan tujuan 

hukum Islam dalam melindungi hak hidup anak yakni dengan mensosialisaikan 

peraturan mengenai perlindungan anak yang bertujuan untuk menanamkan rasa 

kasih sayang kepada orang tua untuk anaknya, agar anak dapat terus terjamin hak 

hidupnya, dan juga bila terjadi suatu tindak kekerasan terhadap anak yang dapat 

mengancam nyawanya baik hukum Islam maupun hukum yang berlaku di 

Indonesia yakni Undang-undang Perlindungan Anak yang telah menjelaskan 

bahwasannya setiap anak harus mendapat perlindungan hak hidupnya, bagi setiap 

orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak hidup anak maka dapat 

dilakukan hukuman yang cukup berat baik berupa kurungan, denda, ataupun 

pencabutan hak asuh anak. 

2. Hak Identitas Anak 

Mengenai hak identitas dalam Islam sering disebut juga hak anak untuk 

mendapat pemberian nama yang baik. Memberi nama dilakukan sebelum anak 

dilahirkan ataupun setelah kelahirannya, atau pada hari ketujuh, sebelumnya atau 

sesudahnya.
86

 

 Dari Anas bin Malik berkata: “Rosulullah Saw bersabda: Pada suatu 

malam lahir seorang anak didekatku, lalu aku menamainya dengan nama 

bapakku, Ibrahim. 
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 Dari Samurah berkata: Rosulullah Saw bersabda: seorang anak tergadai 

dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, diberikan nama, 

dan dicukur rambutnya. 

 Dari hadis-hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masalah ini 

terdapat keluasan waktu dalam memberi nama. Boleh pada hari pertama, boleh 

menunda hingga tiga hari dan boleh memberi nama pada hari ketujuh. Sebelum 

ataupun sesudah hari ketujuh.
87

 

 Agama Islam melalui hadis-hadis nabi yang mulia telah memberikan 

penjelasan untuk memberikan perhatian dalam memberi nama anak dan memilih 

nama yang baik Nabi bersabda: “Sesungguhnya kalian pada hari kiamat kelak 

dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka berilah 

nama-nama yang bagus pada nama-nama kalian.” 

 Dari sini dapat disimpulkan bahwa nama-nama yang memiliki keutamaan 

adalah nama-nama yang diberikan kepada para nabi. Tidak ada keraguan bahwa 

nama-nama baik yang terangkai dengan akidah Islamiah, sehingga memiliki 

pengaruh yang lebih baik pada jiwa yang dinamainya. Dengan keutamaan bahwa 

itu membedakan umat Islam dengan umat-umat yang lainnya dalam setiap 

fenomena  kehidupannya untuk alam, selalu menjadi umat terbaik yang 

dikeluarkan untuk manusia, menunjukan manusia kepada cahaya Yang Maha 

Benar dan dasar-dasar Islam.
88

 Dengan demikian hukum Islam melalui hadist-

hadist nabi telah mengatur mengenai hak identitas anak yakni Islam diperintahkan 

untuk melakukan pemberian nama kepada anak terutama nama-nama yang baik. 
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Hal tersebut sejalan dengan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota 

Palembang (KPAID) dengan mendorong agar masyarakat khususnya kota 

Palembang untuk segera mengurus akta kelahiran bagi anak yang belum 

mempunyai akta lahir karena bahwasannya identitas seorang anak itu sangat 

penting baik secara agama maupun negara, identitas anak melalui akta 

kelahirannya yang dikeluarkan oleh negara bersifat wajib bagi seluruh anak 

indonesia bertujuan agar anak mendapat pengakuan negara dimata hukum. 

3. Hak Beragama Anak 

 Mengenai hak beragama bagi anak, dalam Islam dikenal lebih kepada 

masalah pendidikan agama yaitu suatu kewajiban orang tua atau keluarganya 

maupun orang-orang disekitarnya untuk memberikan pendidikan ilmu agama 

sebagai salah satu hak anak untuk beragama. 

 Hukum Islam memerintahkan setelah anak dilahirkan serta keluar dari 

perut ibunya, disunnahkan untuk mengumandangkan adzan pada telinga kanan 

dan iqamat untuk shalat pada telinga kiri. Sehingga kata pertama adalah “Allahu 

Akbar” dan kesaksian atas Islam dan perintah untuk shalat sebagai hal pertama 

yang menjadi pendengarannya.
89

 

 Diriwayatkan dalam sunnah Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan selain 

keduanya, “Dari Ubaidillah bin Abi Rafi’ dari bapaknya berkata: “Aku melihat 

Rosulullah Saw. mengumandangkan adzan pada telingan Hasan bin Ali ketika 

Fatimah melahirkannya seperti adzan waktu shalat.” 
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 Rahasia mengadzani dan mengiqamati sebagaimana disebut oleh Ibnu 

Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya, Tuhfatul-Maudud, ialah agar getaran pertama 

kali yang didengar manusia itu ialah kalimat panggilan agung yang mengandung 

kebesaran dan keagungan Allah dan kesaksian pertama masuk Islam, dengan arti 

lain agar ajakan kepada Allah, kepada Islam dan penyembahan kepada-Nya 

didahulukan dari bujukan setan.
90

 

Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bagaimana cara melakukan 

pendidikan agama kepada anak demi terpenuhinya hak beragama bagi anak. 

Mula-mula ia ditanamkan akidah tauhid kedalam diri anak. Yaitu dengan 

melarangnya untuk berbuat syirik, menyukutukan Allah.
91

 Allah SWT berfirman: 

ِ إنَِّ الشِّرْكَ لظَُلْمٌ عَظٌِم ًَّ لَ تُشْرِكْ بِاللََّّ ا بُنَ ٌَ عِظُهُ  ٌَ ٌ  وَإذِْ قَالَ لقُْمَانُ لَبْنِهِ وَهُوَ   

 “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kelaliman yang besar". (QS. Luqman (31): 13) 

Setelah pelajaran akidah selesai kemudian anak  diperintahkan untuk 

merealisasikan makna-makna penghambaan kepada Allah, shalat berbuat 

kebajikan dan menganjurkannya dan melarang kemungkaran, mengikuti tata 
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krama sosial yang terpuji, sabar menjalani konsekuensi menempuh jalan ituyang 

memang melelahkan dan membutuhkan kerja keras.
92

 

لَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابَكَ إنَِّ  ًَّ أقَِمِ الصَّ ا بُنَ ٌَ

 ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ 

”Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”. (QS. 

Luqman (31): 17) 

Beragama, termasuk hak-hak anak adalah melatih mereka untuk 

mengerjakan shalat sejak kecil. Dalam hadis disebutkan:
93

 “Rosulullah bersabda: 

Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat, ketika mereka berumur 

tujuh tahun, pukulah mereka (jika meninggalakan) ketika sepuluh tahun, dan 

pisahkanlah tempat tidur antara mereka.” 

Dari penjelasan tersebut bahwasannya beradasarkan hukum Islam dalam 

memenuhi hak beragama anak yaitu dengan cara memberikan pendidikan agama 

Islam terhadap anak sejak ia masih kecil bahkan ketika baru lahir dengan dengan 

cara mengumandangkan adzan kepada anak agar hal yang pertama didengarkan 

anak yaitu nama Allah, Rosulullah serta perintah untuk mengerjakan shalat. Maka 

sudah cukup jelas peran yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Kota Palembang dalam memenuhi hak beragama telah sesuai dengan 
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perintah hukum Islam yakni mengajarkan anak tentang agama baik melalui 

sekolah-sekolah maupun datang langsung ke TPA (taman pendidikan Al-Qur‟an) 

yang berada dikota Palembang dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus 

mensosialisasikan Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak baik 

kepada siswa, guru maupun masyarakat. 

4. Hak Kesehatan Anak 

 Agar anak tumbuh dengan selamat dari dua segi, yakni kesehatan dan 

keindahan, Islam sungguh telah menunjukan aturan keIslaman bagi ibu untuk 

menunaikan pemberian susu kepada anaknya selama dua tahun (sempurna).
94

 

Allah Saw berfirman: 

ٌُٛدِ  ْٛ َّ ٌْ عٍَىَ ا َٚ ضَبعَخَ  َُّ اٌسَّ ْْ ٌتُِ ْٓ أزََادَ أَ َّ ٌِ ِٓ ٍْ ٍَ ِِ ِٓ وَب ٍْ ٌَ ْٛ َّٓ حَ لَدَُ٘ ْٚ َٓ أَ اٌدَِادُ ٌسُْضِعْ َٛ ٌْ ا َٚ  ٌَُٗ

ظْ  ُٚ عْسُٚفِ لَ تىٍََُّفُ ٔفَْطٌ إلَِ  َّ ٌْ َّٓ ثبِ تُُٙ َٛ وِعْ َٚ  َّٓ ٌُٛدٌ ٌَُٗ زِشْلُُٙ ْٛ َِ لَ  َٚ ٌدَِ٘بَ  َٛ اٌدَِحٌ ثِ َٚ عَٙبَ لَ تضَُبزَّ 

 َّ ِٙ ٍْ زٍ فلََ جُٕبَحَ عٍََ ُٚ تؽََب َٚ ب  َّ ُْٕٙ ِِ ْٓ تسََاضٍ  ْْ أزََادَا فصَِبلَ عَ ِ ًُ ذٌَهَِ فئَ ثْ ِِ ازِثِ  َٛ ٌْ عٍَىَ ا َٚ  ِٖ ٌدَِ َٛ ب ثِ

ُْ فلََ جُٕبَحَ عٍََ  لَدَوُ ْٚ ْْ تعَْتسَْضِعُٛا أَ ُْ أَ ْْ أزََدْتُ إِ َٚ َ اتَّمُٛا اللََّّ َٚ عْسُٚفِ  َّ ٌْ ُْ ثبِ ٍْتُ ب آتَ َِ  ُْ تُ ّْ ُْ إذَِا ظٍََّ ٍْىُ

َْ ثصٍَِسٌ  ٍُٛ َّ ب تعَْ َّ َ ثِ َّْ اللََّّ ٛا أَ ُّ اعٍَْ َٚ  

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga 

seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
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keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 233) 

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberi kesempatan kepada 

ibu seorang anak untuk menyusui anaknya selama dua tahun yang bertujuan demi 

kesehatan anak agar tetap terpenuhi ketika dia masih bayi. Selain itu Allah Swt 

juga berfirman: 

َ الَّذِي أنَْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ و   قوُا اللََّّ بًا وَاتَّ ٌِّ ُ حَلَلَ طَ ا رَزَقَكُمُ اللََّّ كُلوُا مِمَّ  

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 88) 

Ayat tersebut jelas-jelas menyuruh umat Islam untuk memakan makanan 

yang halal dan baik saja, dua kesatauan yang tidak dapat dipisahkan yang dapat 

diartikan halal dari segi syaria’ah dan baik dari segi kesehatan. Nafkah anak-anak, 

baik laki-laki maupun perempuan menjadi tanggung jawab orang tua, jika seorang 

ayah melalaikan nafkah anak maka ia berdosa, sebab dengan demikian ia telah 

membuat mereka hidup terlantar dan menggelandang.
95

 Dapat mengganggu 

kesehatan mereka yang berati bahwa hak kesehatan anak tidak terpenuhi. 
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Bila melihat peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang 

dalam memenuhi hak kesehatan anak yang bertujuan demi kepentingan terbaik 

bagi anak, maka apa yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah 

sesuai dengan prinsip hukum Islam yakni yang memerintakan untuk selalu 

memberikan nafkah makanan dan minuman yang halal, yang pasti bermanfaat 

bagi kesehatan anak demi terhindarnya anak terjangkit dari penyakit. 

5. Hak Pendidikan Anak 

 Mendidik anak sejak dini dengan pendidikan yang tepat termasuk salah 

satu kewajiban terpenting orang tua atau kewajiban rumah tangga secara umum 

terhadap anak dan masyarakat, dengan asumsi bahwa rumah adalah sekolah 

pertama anak-anak dan jika tidak ada menjalankan fungsinya maka ia tidak bisa 

tergantikan institusi atau lembaga pendidikan manapun.
96

 Islam mendorong pada 

tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan 

secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan 

muslimah.
97

 

 Islam telah menjadikan pendidikan sebagai hak bagi anak-anak yang wajib 

dilakukan oleh orang tuanya sebagaimana firman Allah SWT: 

ٌْحِجَبزَحُ  ا َٚ لُٛدُ٘بَ إٌَّبضُ  َٚ ُْ ٔبَزًا  ٍٍِْ٘ىُ أَ َٚ  ُْ ْٔفعَُىُ ُٕٛا لُٛا أَ َِ َٓ آ بَ اٌَّرٌِ  ٌبَ أٌَُّٙ

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (QS. At-

Tahrim (66): 6) 
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Disini Islam menegaskan bahwa pendidikan yang baik adalah hak anak 

atas orang tua. Dan pendidikan baik yang dimaksud Islam adalah pendidikan yang 

sesuai manhaj Al-Quran dan tujuan-tujuannya dalam membentuk kepribadian 

muslim yang berserah diri secara total kepada tuhannya. Dengan kata lain 

pendidikan baik adalah amanah yang dikalungkan dileher orang tua. Jika ia 

mengabaikannya dan anak-anaknya jatuh keperangkap maksiat menyeleweng dari 

jalan Allah maka atas kelalaian pembelajaran yang baik ini orang tuanya pun akan 

di siksa dihari kiamat. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan tata krama 

yang diatur syara’ sambil menanamkan cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta orang 

saleh di dalam diri mereka. Disamping pendidikan agama dan moral diatas, orang 

tua harus mendidik anak-anak mereka dengan keterampilan-keterampilan dasar 

yang mereka butuhkan, sesuai dengan perkembangan zaman dimana mereka 

hidup dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya keterampilan 

membaca, menulis, berenang, memanah, dan spesialis di bidang keilmuan atau 

profesi yang bisa membuatnya hidup layak, bebas dan terhormat.
98

 

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjelaskan bahwa Islam mewajibkan 

orang tua untuk mendidik anaknya sejak sedini mungkin yang bertujuan kelak 

nantinya anak dapat merealisasikan ilmunya baik dibidang agama maupun ilmu 

pengetahuan umum sehingga dapat membuat anak hidup layak di jaman yang 

modern ini dengan keterampilan atau keilmuan yang ia punya, telah sama halnya 

dengan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang yang dalam 

melindungi hak pendidikan anak yaitu dengan terus mendorong dan 
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mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya pendidikan itu penting karena 

itu menyangkut masa depan anak dalam menjalani kehidupan yang akan datang 

serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota palembang terus melakukan 

koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang menyangkut pendidikan anak 

demi kepentingan terbaik bagi anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dalam rumusan masalah yang telah dibahas, 

penulis menyampaikan sebagai berikut : 

1. Bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang 

melakukan sosialisasi dan advokasi tetang Peraturan Perundang-undangan 

yang berkaitan dengan anak, melakukan pengkajian Perundang-undangan, 

kebijakan Pemerintah dan kondisi pendukung lainnya baik bidang sosial, 

agama, ekonomi dan budaya serta menyampaikan dan memberi masukan 

saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Gubernur, 

Walikota, DPRD, Intansi Pemerintah terkait  di tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, mengumpulkan data informasi tentang permasalahan 

perlindungan anak, melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Palembang. 

2. Dalam Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014, tindakan yang dapat merugikan keberlangsungan hidup anak 

sangat dilarang, karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama 

Islam. Perhatian syariat pada anak dimulai sebelum ia dilahirkan. 
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Mengingat anak-anak adalah aset besar orang tua yang bisa memberikan 

syafaat pada ayah dan ibu mereka kelak di akhirat, berdasarkan 

pembahasan yang telah dijelaskan bahwa Islam sebagaimana Al-Qur‟an 

dengan arti yang lebih umum yaitu ucapan dan prilaku menekankan dan 

menyinggung dengan tegas tentang pentingnya melindungi dan mendidik 

anak. Mulai dari hak hidup anak, hak identitas anak, hak beragama anak, 

hak kesehatan anak, dan hak pendidikan anak harus tetap terjaga dan 

terlindungi hingga mereka dewasa.  

B. Saran 

 Penulis sepenuhnya menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan 

kekurangan dalam pembahasan skripsi ini, namun demikian terdapat saran yang 

ingin penulis sampaikan pada kesempatan ini yaitu : 

1. Walaupun tindakan hukum telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka 

memberikan perlindungan terhadap anak, maka sudah seharusnya tindakan 

hukum tersebut benar-benar dilaksanakan secara efektif oleh Pemerintah 

sendiri maupun masyarakat, sehingga perlindungan anak dapat ditegakan 

sebagaimana yang dicita-citakan berasma bukan produk hukum semata. 

2. Komisi Perlindangan Anak Indonesia Kota Palembang untuk lebih giat 

lagi dalam meningkatkan tugas, fungsi, kinerja dan efektifitasnya sebagai 

suatu lembaga yang menangani permasalah anak yang terjadi di Sumatera 

Selatan, agar KPAI dapat dikenal oleh masyarakat luas dan merekrut lebih 

banyak Sumber Daya Manusia yang paham di bidang anak dan hukum.  
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